
MEMUTUSKAN...

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 185,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4012);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden

tentang Pengesahan Charter of the Establishment of the

Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC (Piagam

Pembentukan Dewan Negara-negara Produsen Minyak

Sawit);

a. bahwa Pemerintah Indonesia pada tanggal 21 November

2015 di Kuala Lumpur, Malaysia, telah menandatangani

Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil

Producing Countries / CPOPC (Piagam Pembentukan Dewan

Negara-Negara Produsen Minyak Sawit);

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PENGESAHAN CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM

OIL PRODUCING COUNTRIES/ CPOPC (PIAGAMPEMBENTUKANDEWAN

NEGARA-NEGARAPRODUSEN MINYAKSAWIT)

TENTANG

PERATURANPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN2016

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA



Agar ...

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Pasal3

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan

dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya

dalam Bahasa Inggris.

Pasal2

Mengesahkan Charter of the Establishment of the Council of Palm Oil Producing

Countries/CPO PC (Piagam Pembentukan Dewan Negara-Negara Produsen

Minyak Sawit) yang telah ditandatangani pada tanggal 21 November 2015 di

Kuala Lumpur, Malaysia, yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan

terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 1

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN CHARTER

OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL

PRODUCING COUNTRIESjCPOPC (PIAGAM PEMBENTUKAN

DEWANNEGARA-NEGARAPRODUSEN MINYAKSAWIT).

Menetapkan
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Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIATKABINET RI

LEMBARANNEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 91

YASONNAH. LAOLY

ttd.

MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Mei 2016

JOKOWIDODO

ttd.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Mei 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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